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ABSTRAK

TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN
PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL
22 ATAS PENGADAAN BARANG PADA
PT.PLN (PERSERO) TANJUNG KARANG

OLEH
NABILA ELVINA FIRANI

Laporan akhir ini dibuat untuk mengetahui bagaimana Tata Cara Pemungutan,
Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Barang
Pada PT. PLN (Persero) Tanjung Karang. Penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif deskriptif, yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data yang
diperoleh dengan cara observasi, wawancara, dan tinjauan pustaka. Berdasarkan
hasil penelitian dapat diketahui bahwa, pemungutan PPh Pasal 22 yang dilakukan
oleh Bendahara PT. PLN (Persero) Tanjung Karang menggunakan tarif 1,5%, lalu
penyetoran dilakukan melalui bank mandiri serta menggunakan sistem E-billing,
setelah itu PT. PLN (Persero) Tanjung Karang melaporkan hasil pemungutan PPh
Pasal 22 menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 22 ke kantor
pelayanan pajak setempat. Tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan
Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pengadaan barang pada PT. PLN (Persero)
Tanjung Karang sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.
34/PMK.010/2017.

Kata Kunci: PPh Pasal 22, Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan,
Pengadaan Barang
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MOTTO

“And suddenly-

The dreams started chasing me.”’
(Tess Guinery)

Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari
betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah.
(Heather Pryor)

“It’s not always easy, but that’s life. Be strong because there are better day
ahead”
(Mark Lee)

“Don’t be afraid to fail, be afraid not to try”
(Lee Haechan)
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang dengan jumlah penduduk yang cukup
padat. Meskipun kaya akan sumber daya manusia, tidak menjamin negara tersebut
berjalan dengan lancar. Untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan
kesejahteraan rakyat, diperlukan dana yang besar. Dana ini diperoleh dari
berbagai sumber, termasuk pengelolaan sumber daya alam dan kontribusi
masyarakat melalui pajak. Sebagai salah satu sumber penerimaan negara, pajak
sangat bisa diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran
pemerintah serta merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar negara
Indonesia. Pemerintah dapat menggunakan pajak untuk membiayai program-
program pembangunan dan layanan publik. Sesuai dengan UU No. 16 Tahun
2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan
kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang
bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan
secara langsung dan digunakan untuk kebutuhan negara serta sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat.

Pemerintah menggunakan pengadaan barang untuk memperoleh barang yang
diperlukan dalam menjalankan tugas dan memberikan layanan kepada
masyarakat. Kegiatan Ini membantu pemerintah bekerja lebih efisien, mendukung
penggunaan produk lokal, memperkuat UMKM, dan memastikan pembangunan
berkelanjutan. Pengadaan barang tidak hanya memberikan dampak positif
terhadap sektor pemerintahan saja, akan tetapi dampak tersebut juga dapat

dirasakan pada sektor pajak. Pengaruh dari adanya pembelian barang yang



dilakukan oleh pemerintah tentu menciptakan pendapatan yang dapat dikenakan
pajak oleh pemerintah. Maka dari itu kegiatan pengadaan barang yang dilakukan

oleh pemerintah tidak dapat dipisahkan dari Pajak Penghasilan Pasal 22.

Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah salah satu jenis pajak penghasilan yang
dipungut oleh pihak ketiga. Ini dikenakan pada badan-badan usaha tertentu,
termasuk yang dimiliki oleh pemerintah atau swasta, yang terlibat dalam
perdagangan internasional, baik ekspor maupun impor. Dengan diterbitkannya
peraturan No. 90/PMK.03/2015, pemerintah memperluas cakupan badan-badan
yang diberi wewenang untuk menarik PPh Pasal 22, termasuk badan usaha yang
menjual barang-barang mewah. Pajak Penghasilan Pasal 22 yaitu pajak yang
dikenakan terhadap subjek atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya
dalam tahun pajak. PPh Pasal 22 merupakan pajak yang dipungut oleh
bendaharawan pemerintahan baik bendaharawan pusat maupun bendaharawan
daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga Negara lain yang

berkenaan di bidang impor atau kegiatan usaha lain. (Resmi,2019)

PT. PLN (Persero) Tanjung Karang, merupakan Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) yang bergerak dibidang penyedia energi listrik yang dalam kegiatan
operasionalnya memerlukan kerja sama dengan pihak lain. PT. PLN (Persero)
Tanjung Karang juga sudah terdaftar menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang
mempunyai kewajiban untuk melakukan pemungutan pajak atas adanya transaksi
dari proses pengadaan barang. Pemungutan PPh Pasal 22 atas pembelian barang
dilakukan secara langsung dari pembayaran atas tagihan rekanan (vendor). Selain
itu PT. PLN juga merupakan bendaharawan pemerintah yang berhak untuk
melakukan pemotongan, pemungutan, dan penyetoran sendiri pajak terutangnya

kepada negara.

Berikut adalah pembelian barang di PT. PLN (Persero) Tanjung Karang pada
Bulan Desember 2023,



Tabel 1.1 Pembelian Barang pada PT. PLN (Persero) Tanjung Karang

Harga Barang

No | TanggalTerima/Setor Uraian (Sudah termasuk
PPN)
Pengadaan Barang
01-Des-23 Rp. 131.712.600.-
1 APD
Pengadaan Mesin
02-Des-23 Rp. 17.120.084.-
2 Cetak
3 13-Des-23 Pengadaan Material | o 14 000.000.-
CC 4 Asset

Sumber: Data Arsip Keuangan PT PLN (Persero) Tanjung Karang 2023

Tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa pada tanggal 1 Desember 2023 PT. PLN
(Persero) Tanjung Karang melakukan pengadaan barang sebesar Rp.
131.712.600.- Pada tanggal 2 Desember 2023 PT. PLN (Persero) Tanjung Karang
melakukan pengadaan barang sebesar Rp. 17.120.084.- Kemudian pada tanggal
13 Desember 2023 PT. PLN (Persero) Tanjung Karang melakukan kegiatan
pengadaan barang untuk Closing Care 4 Asset dan Antisipasi Gangguan.

Sebagai pihak yang melakukan pemotongan, pemungutan, dan penyetoran pajak
terutang PT. PLN (Persero) Tanjung Karang tentu harus memahami aspek aspek
dibidang perpajakan terutama yang berkaitan dengan kewajiban perpajakannya.
Perusahaan tentu harus taat akan peraturan pajak, maka jika suatu kegiatan yang
ada kaitannya dengan pengadaan barang wajib dikenakan pajak sesuai dengan
peraturan yang berlaku dan setiap pemungutan serta penyetoran pajak penghasilan
pasal 22 harus dibuat laporan sehingga dapat diketahui besarnya penerimaan pajak
yang diperoleh setiap tahun berjalan. Dalam hal ini tentu perlu didukung oleh
pemahaman yang kuat tentang prosedur pemungutan, penyetoran, dan pelaporan
Pajak Penghasilan Pasal 22 tersebut agar prosesnya dapat berjalan dengan baik
dan efisien. Berdasarkan hal ini, penulis tertarik untuk mengetahui lebih
mendalam tentang sistem perpajakan ini, serta penulis merasa penelitian ini akan
memberikan kontribusi yang berharga dalam memperluas pemahaman penulis,

praktisi, dan masyarakat umum. Sehingga dapat memberikan kontribusi baru



terkait dengan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 22
di PT. PLN (Persero) Tanjung Karang. Oleh karena itu penulis mengambil judul
tentang “ Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak
Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada PT. PLN (Persero)
Tanjung Karang *’

1.2 Identifikasi Masalah
Bagaimana tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan

Pasal 22 atas pengadaan barang pada PT PLN (Persero) Tanjung Karang?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai penulis yaitu untuk mengetahui bagaimana proses
pengadaan barang pada PT PLN (Persero) Tanjung Karang serta tata cara
pemungutan, penyetoran, pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada PT PLN

(Persero) Tanjung Karang.

1.4 Manfaat Penulisan
Manfaat yang diperoleh dari penulisan laporan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis
Memperluas pengetahuan dan pemahaman penulis, terutama terkait dengan
Pajak Penghasilan Pasal 22 dalam pelaksanaan pemungutan, penyetoran, dan
pelaporan PPh Pasal 22. Serta dapat mengaplikasikan teori-teori perkuliahan
langsung ke dunia kerja, menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja, dan

mengembangkan tanggung jawab serta kedisiplinan penulis.

2. Bagi Pembaca
Diharapkan dapat membantu pembaca dalam menambah wawasan dan
pengetahuan tentang bagaimana tata cara pemungutan, penyetoran, dan
pelaporan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang pada PT. PLN (Persero)
Tanjung Karang.



3. Bagi Universitas
Semoga informasi tersebut dapat menjadi masukan yang berharga untuk
pembelajaran, khususnya dalam pelaksanaan pemungutan, penyetoran, dan
pelaporan PPh Pasal 22. Selain itu, diharapkan juga dapat memperkuat kerja
sama antara Program Studi D3 Perpajakan Universitas Lampung dengan PT.

PLN (Persero) Tanjung Karang.

4. Bagi Perusahaan
Bagi pihak perusahaan diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi
yang dapat menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan PPh Pasal 22

sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.
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TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Dasar Hukum Pajak

Peraturan perundangan yang mengatur Pajak Penghasilan di Indonesia adalah
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

2.2 Pajak Secara Umum

2.2.1 Pengertian Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat
atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi, pajak adalah kontribusi wajib
kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung

dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas
negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada
mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang

digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Resmi, 2019)

Menurut S.1. Djajadiningrat Pajak adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan
sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian,
dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai
hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan,



tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara
kesejahteraan umum. (Resmi, 2019)

2.2.2 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2019:4) Pajak memiliki 2 Fungsi, yaitu :

1. Fungsi Anggaran (Budgetair)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai
pengeluaran pengeluarannya. Pajak yang disetorkan oleh wajib pajak pribadi
maupun badan dapat digunakan oleh negara untuk pembiayaan rutin seperti
belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan dan sebagainya. Sedangkan yang
berkaitan dengan pembiayaan pembangunan, biaya yang digunakan dapat berasal
dari tabungan pemerintah, yaitu penerimaan dalam negeri dikurangi dengan
pengeluaran rutin.

2. Fungsi Mengatur (Regulerend)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan
pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Pemerintah dapat menggunakan
kebijakan pajak untuk mengatur aktivitas ekonomi secara keseluruhan.
Contohnya, saat menghadapi inflasi yang tinggi, pemerintah dapat menaikkan
tarif pajak untuk menarik uang dari sirkulasi ekonomi, sehingga mengurangi
permintaan dan mengendalikan inflasi. Pajak juga dapat digunakan untuk
meratakan distribusi pendapatan di masyarakat. Misalnya, dengan menerapkan
pajak progresif, individu dengan pendapatan lebih tinggi dikenakan tarif pajak
yang lebih tinggi, yang kemudian pendapatannya digunakan untuk mendanai
program-program sosial seperti bantuan bagi kelompok masyarakat yang kurang

mampul.

2.2.3 Tata Cara Pemungutan Pajak
Menurut Siti Resmi, tata cara pemungutan pajak terdiri atas stelsel pajak, asas
pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak. (2019:9)
1. Stelsel Pajak
a. Stelsel Nyata (Riil)
Pada stelsel ini pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya

terjadi (untuk PPh objeknya adalah penghasilan). Oleh karena itu,



pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu
setelah semua penghasilan yang sesungguhnya diketahui.

b. Stelsel Anggapan (Fiktif)
Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu
anggapan yang diatur oleh undang-undang. Sebagai contoh, penghasilan
suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya sehingga
pajak yang terutang pada suatu tahun juga dianggap sama dengan pajak yang
terutang pada tahun sebelumnya. Dengan stelsel ini, berarti besarnya pajak
yang terutang pada tahun berjalan sudah dapat ditetapkan atau diketahui
pada awal tahun yang bersangkutan.

c. Stelsel Campuran
Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi
antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun besarnya pajak
dihitung berdasarkan suatu anggapan. Kemudian, pada akhir tahun, besarnya
pajak dihitung berdasarkan keadaan yang sesungguhnya. Jika besarnya pajak
berdasarkan keadaan sesungguhnya lebih besar daripada besarnya pajak
menurut anggapan, Wajib Pajak harus membayar kekurangan tersebut.
Sebaliknya, jika besarnya pajak sesungguhnya lebih kecil dari besarnya
pajak menurut anggapan, kelebihan tersebut dapat diminta kembali
(restitusi) atau dikompensasikan pada tahun-tahun berikutnya, setelah
diperhitungkan dengan utang pajak yang lain.

2. Asas Pemungutan Pajak

a. Asas Domisili
Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh
penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik
penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Setiap Wajib Pajak
yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia (Wajib Pajak
dalam Negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya,
baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.

b. Asas Sumber
Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas

penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat



tinggal Wajib Pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari
Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya tadi.

c. Asas Kebangsaan
Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan
kebangsaan suatu negara. Misalnya, pajak bangsa asing di Indonesia
dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia,

tetapi bertempat tinggal di Indonesia.

3. Sistem Pemungutan Pajak

a. Official Assessment System
Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan
untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai
dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam
sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak
sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian,
berhasil tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada
aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

b. Self Assessment System
Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam
menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai
dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam
sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak
sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu
menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang sedang
berlaku, mempunyai kejujuran yang tinggi, dan menyadari akan pentingnya
membayar pajak.

c. With Holding System
Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga
yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib
Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang
berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden dan peraturan lainnya



10

untuk memotong atau memungut pajak, menyetor dan mempertanggung

jawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia.

2.3 Pajak Penghasilan Pasal 22

2.3.1 Pengertian Pajak PenghasilanPasal 22

Menurut Madiasmo (2019:277) PPh Pasal 22 merupakan pembayaran Pajak

Penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah,

termasuk bendahara pada pemerintah pusat maupun daerah, instansi, dan lembaga

lembaga lainnya yang berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang.

2.3.2 Dasar Hukum PPh Pasal 22

1.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 41/PMK.010/2022
tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22
sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di
Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/PMK.010/2017
tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan
Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau
Kegiatan Usaha di Bidang Lain.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.03/2015 tentang Wajib Pajak
Badan Tertentu Sebagai Pemungut Pajak Penghasilan dari Pembeli atas

Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah

2.3.3 Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22
Sesuai dengan PMK No. 34 Tahun 2017 PPh Pasal 22 dipungut oleh:

1.

Bank Devisa dan DJBC, atas :

a) impor barang; dan
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b) ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan
logam yang dilakukan oleh eksportir, kecuali yang dilakukan oleh Wajib
Pajak yang terikat dalam perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan
dan Kontrak Karya;

. Bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai

pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau

lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan
pembayaran atas pembelian barang;

. BUMN yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki

oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan

negara yang dipisahkan berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang
dan/atau bahan bahan untuk keperluan kegiatan usahanya;

. Bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang

yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP);

. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah

Membayar yang diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA),

berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga

yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS);

. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas,

industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi, atas penjualan hasil

produksinya kepada distributor di dalam negeri;

. Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan

importir mum kendaraan bermotor, atas penjualan kendaraan bermotor di

dalam negeri;

. Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas,

atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas

. Badan usaha industri atau eksportir yang melakukan pembelian bahan-bahan

berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang

belum melalui proses industri manufaktur, untuk keperluan industrinya atau

ekspornya;
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10. Badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batubara, mineral

logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin

usaha pertambangan;

11. Badan usaha yang melakukan penjualan emas batangan di dalam negeri.

2.3.4 Dasar Pemungutan

Dasar pemungutan PPh Pasal 22 terdiri atas:

1.
2.

Nilai ekspor adalah nilai Free on Board (FoB),

Nilai impor, yaitu nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan Bea
Masuk yang terdiri atas cost insurance and freight (CIF) ditambah dengan Bea
Masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan kepabeanan di bidang impor.

Dasar pengenaan pajak pertambahan nilai (DPP PPN) yang dapat berupa harga

pembelian/penjualan.

Besarnya DPP ditentukan sebagai berikut;

1.

Dalam hal harga pembelian/penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai
(PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), DPP PPN sama
dengan pembelian/penjualan.

Dalam hal harga pembelian/penjualan termasuk Pajak Pertambahan Nilai
(PPN), DPP PPN sama dengan harga pembelian/penjualan dibagi 110 DPP =
(100 : 110) x harga pembelian/penjualan.

Dalam hal harga pembelian/penjualan termasuk PPN dan Pajak Penjualan atas
PPnBM, DPP sama dengan harga pembelian penjualan dibagi 110 ditambah
tarif PPnBM DPP = (100 : (110 + tarif PPnBM) )x harga pembelian/penjualan.
(Resmi,2019)

2.3.5 Objek dan Tarif Pemungutan PPh Pasal 22
Berikut objek dan tarif PPh Pasal 22 yaitu :

1.

Atas impor dibagi menjadi tiga :
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Barang tertentu (lampiran PMK No. 41/PMK.010/2022 huruf A); dengan
atau tanpa menggunakan nilai APl (Angka Pengenal Impor), tarif sebesar
10% dari Nilai Impor;

Barang tertentu lainnya (lampiran PMK No. 41/PMK.010/2022 huruf B);
dengan atau tanpa menggunakan nilai API, tarif sebesar 7,5% dari Nilai
Impor;

Barang berupa kedelai, gandum, tepung terigu (lampiran PMK No.
41/PMK.010/2022 huruf C); dengan menggunakan API, tarif sebesar 0,5%
dari Nilai Impor;

. Barang selain pada huruf a, huruf b, huruf c; menggunakan API, tarif
sebesar 2,5% dari Nilai Impor;

Barang pada huruf ¢ dan huruf d; tidak menggunakan API, tarif sebesar
7,5% dari Nilai Impor;

Yang tidak dikuasai Tarif 7,5% dari harga jual lelang.

. Atas ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan

logam yang dilakukan oleh eksportir, kecuali yang dilakukan Wajib Pajak yang

terikat dalam perjanjian kerja sama pengusahaaan pertambangan dan Kontrak
Karya (lampiran PMK No. 41/PMK.010/2022 huruf D).

. Atas pembelian barang yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Perbendaharaan
(DJPb), Bendahara Pemerintah, BUMN/BUMD Tarif sebesar 1,5% dari harga

p

embelian (tidak termasuk PPN dan tidak final).

. Atas penjualan hasil produksi yang ditetapkan berdasarkan Keputusan

Direktorat Jendral Pajak (DJP), terdapat empat hasil produksi yang ditetapkan
DJP yaitu :

a
b
c
d

e

. Kertas, Tarif 0,1% dari Dasar Pengenaan Pajak.

. Semen, Tarif 0,25% dari Dasar Pengenaan Pajak.

. Baja, Tarif 0,3% dari Dasar Pengenaan Pajak.

. Otomotif, Tarif 0,45% dari Dasar Pengenaan Pajak.

. Obat-obatan industri farmasi, Tarif 0,3% dari Dasar Pengenaan Pajak.

. Atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau

importer bahan bakar minyak, gas, dan pelumas. Dengan ketentuan pungutan
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PPh Pasal 22 kepada agen/penyalur bersifat final, sedangkan selain

agen/penyalur bersifat tidak final.

a. Tarif 0,25% dari harga jual BBM untuk penjualan ke SPBU Petamina (tidak
termasuk PPN).

b. Tarif 0,3% dari harga jual BBM untuk penjualan ke SPBU non Petamina
atau pihak lain (tidak termasuk PPN).

c. Tarif 0,3% dari harga jual Minyak Tanah (tidak termasuk PPN).

d. Tarif 0,3% dari harga jual BBG (tidak termasuk PPN).

e. Tarif 0,3% dari harga jual Pelumas (tidak termasuk PPN).

6. Atas pembelian bahan-bahan hasil kehutanan, perkebunan, pertanian,
peternakan, perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur oleh
badan usaha industry, tarif sebesar 0,25% dari harga pembelian (tidak termasuk
PPN).

7. Atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh ATPM, APM, dan
importer umum kendaraan bermotor, tidak termasuk alat berat. Tarif 0,45%
dari Dasar Pengenaan Pajak/DPP (termasuk PPN)

8. Tarif sebesar 5% dari harga jual (tidak termasuk PPN dan PPnBM) atas
penjualan dari :

a. Pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari Rp.20.000.000.000,

b. Kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp.10.000.000.000,

c. Rumah beserta tanah dengan harga jual atau harga pengalihan lebih dari
Rp.10.000.000.000,- dan luas bangunan lebih dari 500m2

d. Apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau
pengalihannya lebih dari Rp.10.000.000.000,- dan luas bangunan lebih dari
400m2.

e. Kendaraan bermotor roda empat pengangkutan kurang daril0 orang berupa
Sedan, Jeep, Sporty Utility Vehicle (SUV), Multi Purpose Vehicle (MPV),
Minibus dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp.5.000.000.000
dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000cc.

9. Atas pembelian batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan

atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan oleh industri atau badan
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usaha, Tarif sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk Pajak
Pertambahal Nilai.

10. Atas penjualan emas batangan oleh badan usaha yang melakuka penjualan,
sebesar 0,45% (nol koma empat puluh lima persen) dari harga jual emas
batangan.

11. Untuk wajib pajak yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif lebih tinggi
sebesar 100% dari tarif yang ditentukan.

2.4 Tata Cara Pemungutan PPh Pasal 22

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
34/PMK.010/2017 Pasal 5:

Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh pemungut pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j,
dan huruf k wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui Pos Persepsi,

Bank Devisa Persepsi, atau Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

2.5 Tata Cara Penyetoran PPh Pasal 22

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

34/PMK.010/2017 Pasal 6:

Pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e, huruf f,

huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf k wajib menerbitkan Bukti

Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dalam rangkap 3 (tiga), yaitu:

a. Lembar kesatu untuk Wajib Pajak yang dipungut.

b. Lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan kepada Kantor Pelayanan
Pajak (dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal
22).

c. Dilaporkan paling lambat tanggal 10 bulan takwim.

2.6 Tata Cara Pelaporan PPh Pasal 22
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
34/PMK.010/2017 Pasal 8:
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Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan
pelaporan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7, dilakukan sesuai jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan
Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penentuan jatuh tempo pembayaran,
penyetoran, dan pelaporan pemungutan pajak. Dilaporkan paling lambat 20 hari
setelah masa pajak berakhir.

2.7 Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Madiasmo (2019:351) Pajak Pertambahan Nilai merupakan pengganti
dari Pajak Penjualan. Hal ini disebabkan karena Pajak Penjualan dirasa sudah
tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai
sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan

negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak.

Berdasarkan penjelasan UU No. 42 Tahun 2009 Tentang perubahan Ketiga atas
UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah, pada bagian umum, Pajak Pertambahan Nilai
adalah pajak konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara

bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi.

2.7.1 Objek Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Madiasmo (2019:363) dalam pengenaan PPN tentu saja terdapat

objeknya, berikut adalah objek yang dikenakan PPN :

1. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam daerah pabean yang dilakukan
oleh pengusaha.

2. Impor BKP.

3. Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah pabean yang dilakukan
oleh pengusaha.

4. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah

pabean.

Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.

Ekspor BKP berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Ekspor BKP tidak berwujud oleh PKP.

Ekspor JKP oleh PKP

©© N o O



17

9. Penyerahan aktiva oleh PKP yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak
untuk diperjualbelikan, sepanjang PPN yang dibayar pada saat perolehannya
dapat dikreditkan

2.7.2 Tarif PPN

Pajak Pertambahan Nilai atau PPN adalah pungutan yang dibebankan atas
transaksi jual-beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau
wajib pajak badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Jadi, yang
berkewajiban memungut, menyetor dan melaporkan PPN adalah para
Pedagang/Penjual. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP Bab IV Pasal 7 ayat (1) tentang
PPN.Tarif PPN sejak 1 April 2022 adalah sebesar 11% dari yang sebelumnya
10%. Kemudian pada tahun 2025 mendatang tarif PPN akan mulai berlaku
menjadi 12%. Sedangkan di dalam pasal 7 ayat (3) dijelaskan bahwa tarif PPN
bisa berubah paling tinggi 15 persen dan paling rendah 5 persen. Perubahan

tersebut pun diatur dengan Peraturan Pemerintah.



BAB Il
METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan merupakan kualitatif dengan jenis
penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono (2022), metode kualitatif deskriptif
merupakan penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme digunakan
untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti sebagai instrumen

kunci.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan Laporan Akhir ini terdapat

dua jenis :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari pemberi informasi
ataupun dari pihak terkait. Seperti tanya jawab dengan para pegawai dibagian
keuangan pada PT. PLN (Persero) Tanjung Karang, atau dengan mempelajari
dokumen atau arsip arsip yang ada dan berkaitan dengan masalah yang
analisis.

2. Data Sekunder, yaitu data yang didapat secara langsung oleh penulis yang
digunakan sebagai pelengkap data penelitian. Seperti literatur-literatur, buku-

buku, laporan-laporan yang berhubungan dengan masalah yang di analisis.

3.2 Metode Pengumpulan Data
Metode yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan Laporan Akhir ini terdiri
dari:

1. Observasi
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Dilakukan pengamatan secara langsung pada tata cara pemungutan,
penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22 di PT PLN (Persero) Tanjung Karang.
2. Wawancara
Wawancara dilakukan dengan cara bertatap muka langsung dengan pegawai
bagian keuangan yang mengerjakan pekerjaan dibagian perpajakan.Kemudian
mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan berkonsultasi terkait dengan masalah
yang di analisis.
3. Tinjauan Pustaka
Dilakukan dengan mengumpulkan data-data yaitu dari literatur-literatur,
dokumen, dan arsip-arsip yang ada dan erat kaitannya dengan judul laporan
akhir, kemudian mempelajarinya untuk dijadikan bahan acuan kesesuaian dan

melengkapi isi laporan akhir.

3.3 Objek Kerja Praktik
Objek kerja praktik dalam penulisan ini adalah di PT. PLN (Persero) Tanjung
Karang, yaitu sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak
dibidang ketenagalistrikan.

3.3.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik

1. Lokasi

Lokasi pelaksanaan PKL (Praktik Kerja Lapangan) dilaksanakan di PT PLN
(Persero) Tanjung Karang yang beralamat di JI. Basuki Rahmat No. 19 Teluk
Betung Selatan, Bandar Lampung.
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Waktu pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) Berlangsung mulai tanggal 9

Januari s/d 29 Februari 2024. Jam kerja praktik yang berlaku sesuai dengan aturan

PT. PLN (Persero) Tanjung Karang sebagai berikut :

Tabel 3.1 Waktu Kerja Praktik di PT. PLN (Persero) Tanjung Karang

Hari Jam Kerja
Senin 07.30 - 16.00 WIB
Selasa 07.30 - 16.00 WIB
Rabu 07.30 - 16.00 WIB
Kamis 07.30 - 16.00 WIB
Jum'at 07.30 - 16.30 WIB

3.3.2 Gambaran Umum Perusahaan

Sejarah PT. PLN (Persero) bermula pada 27 Oktober 1945 dimana Presiden
Soekarno membentuk Jawatan Listrik dan Gas, yang berada di bawah Departemen

Pekerjaan Umum dan Tenaga untuk mengelola pembangkit listrik yang dimiliki

saat itu dengan kapasitas total 157,5 MW. Perusahaan berkembang melewati

beberapa fase perubahan bentuk hingga pada tahun 1994, sesuai PP No. 23/1994

menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara atau
disingkat PT. PLN (Persero) berdasarkan akta 169 tanggal 30 Juli 1994 dari
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Sutjipto, Notaris. Sepanjang 75 tahun perjalanan, PT. PLN (Persero) telah berhasil
menjadi salah satu perusahaan dengan aset terbesar di Indonesia sebesar Rp 1.589
Triliun (LK PT. PLN (Persero) 2020 Audited).

PT PLN (Persero) Tanjung Karang merupakan salah satu Unit Bisnis PLN yang
bertanggung jawab menyediakan dan membangkitkan Listrik di Sumatera bagian
Selatan Teluk Betung Kota Bandar Lampung. PT. PLN (Persero) Tanjung karang
yang berada di bawah pusat, dan bertanggung jawab dalam ketersediaan berkas
dan administrasi di Provinsi Lampung. PT. PLN (Persero) Tanjung karang
melakukan Monitoring dan Penginputan data perusahaan terkait keluar masuk
data perusahaan para pegawai PT. PLN (Persero) Tanjung Karang. serta
menganalisis hasil laporan setiap harinya yang dilakukan. PT. PLN (Persero)
Tanjung karang sendiri termasuk cabang perusahaan PT. PLN (Persero) pusat di
Palembang yang menjalankan produksi listrik untuk Area Lampung. PT. PLN
(Persero) Tanjung Karang sendiri membawahi beberapa pembangkit listrik,

diantaranya:

1. Pusat Listrik Tanggamus
Pusat Listrik Tanggamus membawahi 2 unit pembangkit listrik, yaitu:
a. Pembangkit Ulubelu
b. Pembangkit Batu Tegi
2. Pembangkit Listrik Besai
3. Pusat Listrik Tanjung Karang
Pembangkit Listrik Tanjung Karang membawahi 2 unit pembangkit listrik,
yaitu:
a. Pembangkit Teluk Betung
b. Pembangkit Tarahan
4. Pembangkit Listrik Tegineneng

3.3.3 Visi dan Misi

PLN memiliki visi untuk menjadi perusahaan listrik terkemuka se-Asia Tenggara
dan satu pilihan pelanggan untuk solusi energi. Dalam mewujudkan visi tersebut,
PT. PLN mengemban misi untuk menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain

yang terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan
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pemegang saham. PT. PLN juga bertekad untuk menjadikan tenaga listrik sebagai
media meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat serta mengupayakan agar
tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi. Dalam kesehariannya PT.

PLN selalu berupaya menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.

3.3.4 Bagan Stuktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi perusahaan memiliki peran penting dalam mengatur dan
memperlancar aktivitas perusahaan secara efisien. Melalui pembagian tugas,
wewenang, dan tanggung jawab, serta koordinasi antar bagian, arah perusahaan
dapat terdefinisikan dengan jelas, sehingga tujuan perusahaan dapat dicapai secara
efektif. Berikut struktur organisasi PT. PLN (Persero) Tanjung Karang.

MANAGER UPT
TANJUNG KARANG

HASBULLAH

SOF SIS MANJ

SOF SMT

TERINTEGRASI

ILMI RETNA PALUPI

IDHAMSYAH

ASMAN KONLUR

ASMAN PDKB

ASMAN KEU &
UMUM

ASMAN RENEV

HERU

FERRI PADLI

AKHMAD ROZAIRON

TONI SUDARYANTO

TL PELAKSANA
PENGADAAN

TL LINGKUNGAN

TLK3 & KAM

FEBRIANA CHRISTINA

AHMAD RIDOAN N

HARYONO FARISTA

Gambar 3.2 Struktur Organisasi (Sumber: PT. PLN Tanjung Karang,2024)

PT PLN (Persero) Tanjung Karang menerapkan struktur organisasi yang
merupakan kombinasi antara struktur organisasi lini dan fungsional untuk
mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Struktur organisasi ini
mengalirkan wewenang dan kebijakan dari pimpinan atau atasan ke unit-unit
organisasi di bawahnya secara vertikal. Sementara itu, struktur organisasi
fungsional mengorganisir unit kerja berdasarkan aktivitas dan tugas yang serupa,
seperti Engineering, Operasi, Pemeliharaan, Keuangan, Personalia, dan SDM,

dengan tujuan meningkatkan efisiensi kerja. Pemimpin tertinggi, yaitu seorang
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Manager, didukung oleh beberapa Asisten Manager dan Supervisor, yang masing-
masing memiliki tanggung jawab yang terdefinisi dengan jelas dalam bidang

pekerjaan mereka.

3.3.5 Uraian Tugas

Struktur organisasi PT. PLN (Persero) Tanjung Karang dirancang untuk
mendukung kegiatan perusahaan dengan membagi tugas dan tanggung jawab ke
setiap bagian secara terperinci. Pembagian tugas dan tanggung jawab tersebut

dijabarkan sebagai berikut :

A. General Manager

Fungsi jabatan Manager PT. PLN (Persero) Tanjung Karang mencakup beberapa

tanggung jawab utama, antara lain:

1. Bertanggung jawab untuk menandatangani persetujuan pembayaran kepada
pegawai dan pihak ketiga (rekanan) sesuai dengan bukti-bukti pembayaran
yang sah.

2. Mengesahkan dan menandatangani nota pembukuan yang akan disalurkan ke
unit lain.

3. Melakukan evaluasi kinerja bawahan menggunakan metode SMUKI (Sasaran
Mutu Kinerja Individu). Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa
kinerja bawahan sesuai dengan standar yang ditetapkan perusahaan. Selain itu,
dalam mencapai sasaran Kkinerja perusahaan, manager dikelilingi oleh empat
manager bagian yang membantu dalam perencanaan dan evaluasi kinerja, yaitu
Manager Bagian Perencanaan & Evaluasi (Renev), Manager Bagian Konstruksi
dan Penyaluran (Konslur), Manager Bagian Pekerjaan dalam Keadaan

Bertegangan (PDKB), dan Manager Bagian Keuangan dan Umum.

B. Manager Bagian Perencanaan dan Evaluasi (Renev)

Tugas pokok fungsi jabatan Manager Bagian Perencanaan dan Evaluasi (Renev)
meliputi:

1. Penyusunan usulan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) dengan

menyertakan data pendukung.
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. Evaluasi dan penetapan rencana program kerja pemeliharaan rutin alat instalasi,

gardu induk, sarana & fasilitas, serta program Kkerja keselamatan dan
ketenagalistrikan.

Evaluasi dan penetapan rencana program kerja EDP, Pemeliharaan Konektif,
pemeliharaan tidak terencana, dan penyempurnaan instalasi transmisi dan
gardu induk.

Pelaksanaan penilaian dan pembinaan terhadap SDM di bagian Engineering.
Analisis dan evaluasi kinerja dalam bidang Transmisi, Proteksi, Meter,
SCADATEL, dan Gardu Induk.

Evaluasi dan implementasi operasional instalasi transmisi, gardu induk, serta
Proteksi & Meter.

Evaluasi laporan kinerja bulanan dan penyusunan rencana tindak lanjut untuk
kinerja yang tidak tercapai.

Pengelolaan database instalasi transmisi dan gardu induk.

C. Manager Bagian Keuangan dan Umum

Tugas pokok fungsi jabatan Manager Bagian Keuangan dan Umum adalah

sebagai berikut:

1.

Penyusunan rencana kerja tahunan bagi bagian keuangan, SDM, dan
Administrasi sebagai panduan kerja untuk mencapai target kinerja.
Pengendalian, pengelolaan, dan evaluasi pekerjaan fungsi sekretariat, termasuk
pengelolaan kendaraan dinas, administrasi surat-menyurat, penerbitan Surat
Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), pengamanan lingkungan, serta fasilitas
kantor dan ATK.

. Pengendalian, pengelolaan, dan evaluasi pekerjaan fungsi SDM dan Diklat,

termasuk pembayaran penghasilan, penerbitan Surat Keputusan (SK) Mutasi,
usulan penilaian kinerja, kenaikan pangkat, kesejahteraan pegawai, dan

pelaksanaan diklat.

. Pengendalian, pengelolaan, dan evaluasi pekerjaan fungsi logistik, termasuk

tata usaha gedung, pengadaan barang, dan pengendalian persediaan material.
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Pengendalian, pengelolaan, dan evaluasi pekerjaan fungsi anggaran dan
keuangan, termasuk perencanaan, pengajuan anggaran ke P3BS, pembayaran,
pengelolaan cash flow, monitoring, serta penerimaan dan penetapan pajak.
Penandatanganan invoice untuk pembayaran kepada pegawai dan pihak ketiga
sesuai dengan bukti-bukti pembayaran yang sah dan dalam batas kewenangan
yang diberikan oleh Manager.

Penandatanganan TUG dalam penerimaan dan pengeluaran barang di gudang.
Persetujuan Surat Perintah perjalanan dinas sesuai dengan peraturan yang

berlaku dan dalam batas kewenangan yang diberikan oleh manager.

D. Manager Bagian Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan (PDKB)

Tugas pokok fungsi jabatan Manager Bagian Pekerjaan dalam Keadaan

Bertegangan (PDKB) meliputi:

1.

Mengusulkan rencana pengembangan sistem operasi distribusi - untuk

mengoptimalkan beban dan efisiensi jaringan distribusi.

. Bertanggung jawab atas tercapainya efisiensi operasi dan pemeliharaan aset

jaringan distribusi.
Mengendalikan susut distribusi untuk mencapai target kinerja susut jaringan

distribusi.

. Bertanggung jawab atas pelaksanaan PDKB di lingkungan area.

E. Manager Bagian Kontruksi dan Penyaluran (Konlur)

Tugas pokok fungsi jabatan Manager Bagian Konstruksi dan Penyaluran (Konlur)

meliputi:

1.

Pengelolaan pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharaan instalasi transmisi,
gardu induk, Proteksi Scadatel, serta instalasi sipil dan lingkungan untuk

mencapai target yang telah ditetapkan.

. Pengendalian realisasi hasil pemeriksaan instalasi transmisi dan gardu induk

untuk keperluan operasi.
Pengendalian pemeriksaan fisik dan spesifikasi teknik instalasi yang akan
diserahkan dalam proyek berdasarkan kontrak.
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. Menetapkan persyaratan operasi pada instalasi, termasuk hasil uji peralatan,
koordinasi setting rel proteksi, dan sertifikasi operasional guna memastikan
pengoperasian instalasi dengan baik dan aman.

. Pengendalian dan tindak lanjut terhadap gangguan operasi dan peralatan
instalasi di Unit Tragi.

. Penyusunan usulan pengembangan instalasi untuk meningkatkan keandalan
operasi.

. Evaluasi laporan dari unit TRAGI dan Supervisor di bagian OP-HAR.

. Pengusulan pelatihan sesuai dengan kebutuhan di bidang operasi dan

pemeliharaan.



BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan data yang telah di analisis penulis dari hasil praktik kerja yang telah

dilakukan, maka dapat disimpulkan :

1. PT. PLN (Persero) Tanjung Karang dalam melakukan pemungutan,
penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pengadaan barang
sudah sesuai dengan dengan peraturan yang belaku, yaitu Undang Undang
Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 22
Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan Impor
atau Kegiatan Usaha Bidang Lain.

2. Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh Bendahara PT. PLN (Persero)
Tanjung Karang dengan tarif 1,5% dari DPP. Pemungutan yang dikenakan
Pajak Penghasilan Pasal 22 hanya dilakukan jika nilai pembelian barang Rp
10.000.000 ke atas, sehingga jika nilai pembelian barang masih dibawah Rp
10.000.000 tidak dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 22. Sesuai dengan
Peraturan Menteri Keuangan

3. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 dilakukan ke bank persepsi dengan
menggunakan E-Billing.

4. Proses pelaporan PPh 22 dilakukan dengan mengirimkan Surat Pemberitahuan
(SPT) Masa PPh Pasal 22 ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan dilampiri
dengan lembar E-Billing sebagai bukti pemungutan dan bukti setoran PPh
Pasal 22.
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5.2 Saran

Seperti yang kita tahu pajak bersifat dinamis sehingga peraturan perpajakan dapat
berubah seiring berjalanya waktu, maka dari itu penulis berharap agar PT. PLN
(Persero) Tanjung Karang dapat meningkatkan perhatiannya terhadap sektor
perpajakan, mengingat pentingnya peran tersebut sejalan dengan pertumbuhan
dan perkembangan ekonomi Indonesia. Keterlibatan yang lebih aktif dalam
mematuhi peraturan-peraturan perpajakan akan mendukung integritas perusahaan

serta kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi negara.
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